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TEMTARG

TATA CARA PENYELENGCARAAN KAJAN LINGEUNGAN HIDUP STRATEGTS

Menisolmng

bMenpingat

sdenelapkan

DEBGAN RAHMAT TUNHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUIBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketontuan Pasal 18 Undang
Undang Momne 32 Tahun 2009 lentang Perliodungan dan
Penpelolaan Lingkungan Hidup, perlu meoctapkao Peraturan
Pemerinlah  tentang  Tala Cara  Penyelenggaraan  Kajpan

Lingkvungan Hidup Strategis,

| Pazal 5 ayat [Z] Undang Undang Dasar Mcogara Repnilblile

(oilonesia Tahun 1945;

2. Undanp-Undang  Womor 32 Tahun 20049 tentang
Ierlindunpun cdan Penpgelelaan Lingkungan Hidup (Tembaran
Negara Hepublik [ndovesia Tahun 2049 Momor 140,
Tambizhan Lembaran Megara Kepublik Indenesia MNomor

SatH;

MEMIUTISRKAN:

PERATURAN PEMIIRINTAH TEMTANG TATA CARM
MENYELENGGARAMAN ILASLAN LINGHRIIMNGAN HIDOR
STHATECIE.

Babk [ ..
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Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ind vang dimaksud dengan:

l.

i

Kajiann Lingkungan Hidup Strarcgis, yang selanuinys
disingkalt KLHS, adalah ranghkaian analizsis yang sistematis,
menycluruh, dan partisipatil unmk memastikan bahwa
prinsip Pembangunan Berkelanjutan 1elah menjadi dasar
dan terntcgrasi dalam  pembanguosn suatu wilayah
dan/atau Kehjakan, Rencana, dan/atal Prograim.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semisg
benda, dava, kcadasn, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengarahi alam itu
sendiri, kelangsungan perikchidupan, dan kesejahlersan
matisia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan RBerkelanjutan adalah upayva sadar dan
terencana yang memadukan aspek Lingkunpgan Hidup,
sosial, dan ekonaomi ke dalam stratepi pembanpunan
untuk memamin keutuhan  Lioegkungan Hielup o serta
keselamatan, kemampuan, kesejahiteraan, dan muatu hidup
gererasl rmasa ki dan generas masa depan,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, vang selanjutnya
dizingkar RPJP, adalah  dokumen  peroicanaan
pembangunan unk periode 20 (dua palah) tahun.

Fencana Pembangunan Jangka  Menengah, ryang
selamjutnya disingkat RPJIM,  adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk penods 3 {lima) tahn,

Kebiakan adalah arah arau tindakan yang diamhil oleh
I'crnerintah Posat dan Permerintah Dasrah untok mencapai
fujuan Pembangunan Berkelanjutlan.

Rencana adalalh hasil suatu proses untuk menentukan
tindakan rnasa depan yvang tepal, melaluil urulan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya vang tersedia
rermagul rencana tatda raang wilavah beserta rencana
rincinya, KPJP nasional, RPJP daecah, RRJIM nasional, dan
RFJM dacrah.

H#, Program ...
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I'rogram adalah instrumen kebijakan vang berisl satu atau
trbih kegiatan vang dilsksanakan oleh instansi 'emerintzh
Pusat dan Pemerimiah Taerah nntull mcncapal Sasardn
fdan rujuan sertz memperoleh alokasl sopgacan, atag
bepialan masyarakal yang dikoordinasikan olch instanst
Pemerintab Pusal dan Pemeciotah Taerab,

Penvusun Kebijakan, Rencana, danfaisn Program adalah
Menteri, renterif kepali lermbags penenintall
nonkementerian rerkaic, gubornur, atau bunpsno fwali kota
vanyg bermanpgpung jawab terhadap ponyvusunan  alau
evaluast Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,

Peoyusun KLIE  adalabk orang yang  oelakukan
penyusunan KLHS

Pernerintot Fusat adalah 1residen BEopubilk [ndomesia
war meernegany kekuasaan pemenntahan Negara Republik
Indnnesin yanp dibantu oteh Wakil Presiden dan menteri
vebagaimezna  dimaksanl  dalam Undang Undang Dasar
Megara Repubdile [redonesia Tabhuo 16945,

Pereriniah Nasrah adalaby kepala dacrah scbagal unsar
penyvelenpgars pomerintahan dacrah yang  merompin
pelabksanaan uwrusan Pemnerinlahan yang menjad
kewengngan {aerah ¢ronnm.

Menteri adalah menlert yang enenyelengparakan trosan
poimenintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan [Bduap.

BAE I
PENYRELENGOGARAAN

KAJDAN LINGRKUNGAN HTDUEP STRATEGEHS

(t)

Bupian Kesatu

muim

Fazal 2

Pemerintion Puseal dun Pemerintab Daceraby wagil oot
KLHS untuale memastikee Sahws prinsip Pembangunan
Berkelanjulan telah monjaci dasac dan Leriniegrasi dalam
pombangunan sualu wilayalh  danfaran Kelsjakan,
Feoncana, dany atau Program.

2y KLHS ..
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8. Program adalah instrumen kebijakan vang berizi satu atau
iebin kegiatan vang dilaksanakan eleh instansi Petaerintah
Fusat darr Pemerintah Daerah untuk mencapan sasaran
dan twjuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yvapy dikoordinasikan oleh instansi
Pemeriniah Pusal dan Pemerintah Daerah.

9. Penyusun Kebijakan, Bencana, danfarau Program adalah
Mentert, menteri/ kepala lembags pemetintah
nonkementerian terkail, gubernur, atau bupar/wali kota
vang bertangpung jawab terhadap penyusunen ataua
evaluas] Kebijakan, Rencana, danfatau Program.

10. Penyusun KLHS adalah  orang  yang melakukan
penysunan KLIE.

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indencsia
vanE memeranp keklasaan permerintaban Negara Republik
[ndonesida vang dibantu oleh Wakll Presiden dan menteri
zebagaimana dmmaksud dalam Undang-Undang Dasar
Megara Repuliill Indoenesia Tahun 1945,

12, Pemenniah Doerah adalah kepala daerah sehagan unsar
penyelenpeara prmennlahan dacrah vane memnmn
pelakzanaan umsan  Pemerintaban vang  menjadi
kewenangan daerah aronom.

13, Menter adalah menlen vang menyelengearakan urusan
pcnicrintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup.

BAE [I
PENYELENGCGARAAN
KAJIAN LINGELUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu

Lmum

Paszal 2

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat
KILHS untuk memastkan babwa prinsip Pembangunan
Berkelanjutan telalh menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suary wilayah  danfatau  Kebijakan,
Fencuana, dan/atau Program.

i2) KLHS ..
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KLHS sehapgaimana dimaksud pada avat (1} wajib
dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluast

a. roncana rtata roang wilayah leserta rencana Nneinys,
RPE.JP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPAM
dasarah; dan

k. Kebijakan, FRencana, dan/fatau Proogram yang
berpolensi menimbulkan dampak danfatan risike
Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Belain rencana tata ruang wilayah beserta rencana rinciny:m
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2} huruf a,
KLHS wajit: dilaksanakan dalam penyusunan alau evaluasi
rencana zonast wilarah pesizsir dan pulavn-pulau kecl
Deserta rencana Mncinya, rencana zonas Kawasan strategis
nasional terrentl uniuk pulau-pulan keoil terluar serta
rencana  pengelolaan  Jdan zonasi kawasan  konscrvasi
PECAICAIL

Kebijakan, Rencana, danfatau Program  yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/alao ko Lingkungan Hlidop

sebagpimana ditmaksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruat b,

mehpual;

a. Kebijalan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan
ruang danfatau lahan yang ada 1 daratan, perairan,
dan wudara yang berpotensi menimbulkan dampak
danfatau risike Lingkungen Hidup vang meliputy
1. perahahan iklim,

2. kerusalkan, kemerosolan, dandatau kepunahan
kennekaragaman havaltn,

3. peningkatan  intensitas dan  cakupan  wilayah
hencana  hannr,  longsor, kekenngan, dan/ataa
kebakaran huran dan lahan;

4, pepurunan mutu dan  kelimpahan sumber daya

alam;

. peningkatan alih fungsl kawasan hutan dan/atau
lahan:

o pemingkalan umlah penduduk miskin  atan
terancamnya keberlanjatan penehbidupan

sekelompok masvarakat, darn/alal)

7. peningkatan  risike  terhadap kesehatan  dan
keselamalan manusia,

k. Hebiyakan ...
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b. Kebijukan, Rencapa, danjatou  Program  laim
herdasarkan permintaan masyarakat,

Penyusun  Kebijjakan, Rencana, dan/atau  Program
menctapkan Kebijakan, Rencana, danjatau Program yang
wajib  dilaksanakan KLHS berdasarkan  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayal (2} humal a.

Ketetituan lebih lanjut mengenal pedoman dan tata cara
penetapan Kcbijakan, Rencwns, danjaran Program
sebapaimana  dimaksud pada ayat [3) diatur dalam
Peraturan Mcnterl,

Pazal 4

Kewajiban mmembuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap penyusunan
atau cvaluas Kebyakan, Rencana, dan/ ataw Program tentang:

A,
E.

tangpap darurat bencans; dan

kondisi danarat pertahanan dan kcamanan,

Fasal 5

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

A,
k.

.

pembuatan dan pelaksanaan KLHE;
pernjaminan kualitas dan pendekumentasian KLHS; dan
validasi KLHS

Bagian Kedua
Pembuatan dan Pelaksanaan

Kajian Lingkungan Hidup Stratepis

I*a=sal &

Pembuatan  dan pelaksanaan  KLHES  dilakukan  melalui
mekanisme:

.

pengkajian  pengaruh  Kebijakan, Rencana, dan/atzn
Program techedap kondist Lingkungan Hidwugs;

porumasan alternatif penyempuriiaan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program; dan

. PCTYUSLITIAL ...
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penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
Leputusan Kebijakan, Rencana, dan/atauw Program yang
mengintcgrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutar,

Paragraf 1

Pengkajian Pengarubh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

terhadap Kendis Lingkungan Hidup

Pazal 7

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atan Program
terhadap kondisi Lingkungan Hidup scbapaimana dimelksodd
dalam Pasal & hunil a dilaksanakan dengan tahapan:

.

i)

{2]

{1]

melaksanakan dentifikas dan PEMIMUSAL 15U
Pembanpunan Berkelanjutan;

melaksanakan identifikasi materi muatan  Kehiakan,
Rencana, dan/ atau Program yang berpotenst menimibalkan
pengaruh terhadap kondisi Lingkungsan Hidup, dan

menganalizia pengaruly hasil dentifikasi dan perumusan
schapaimana dimaksud pada huruf a dan hural b.

Pazal 8

Identililas: dan petumusan =1 Permnbangunan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a dilaknkan untuk mencntukan isu-isu yang paling
strotegiz.

Idennifikasi dan  perumusan 15U MPembangunan
Rerkelanjotan  sebzpaimana dimaksad  pada avat (1)
dilakuksn dengan menghimpun masukan dan masvarakar
dan pemangku kepentingan melatui konsultasi publik.

Pazal <

Hasil  denbfikast  isu Pembanpunan Berkelanjutsn
sehapaimana  Aimsksad  dalam Pasal & diremuskan
berdasarkan priorilas denpgan mempertimbangkan unsur-
unsur paling sedilkit:

a. karaktenanlk ...
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karakieristik wilayah;,

lingkat pentingnya potonsi dampak;

keterkuitam anfar  isu strategis | Pembangunan
Berkelanjutan,

keterkailan dengan materi muatan Kebyakan, Hencana,
dan/atan Program;

muatan Rencana Perlindungan  den Pengelolaan
Lingkunian Hidup, dan/atau

hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program
pada hirarki diatasnya yany harus diacu, scrupa dan
berada  pada  wilayah  vang berdekatan, danjatau
mermiliki kelerkaitan dan/atau relevans: langsung.

Haszil  identifikasi  isu Pembangunan  Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar yang
paling sedikit berkaitan dengan:

e,

&

i T T

tra

kapasilas daya dukung dan dava tampung Lingkungan
Hidup untuk pembangunan;

perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup,
kinerja lavanan atau jasa ekosistem;

intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;

status mutu dan kerersediaan sumber daya alam,
ketahanan dan potenst keanckaragaman hayali;
kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan
iklirn;

tingkal dan slatus Jumlabh penduduk miskin atau

penghidupan sekelompok masyarakat scrta
Lerancarmnys keberlanutan penghiclupan masyaralar;

Tigikn lerhadap kesehalan dan besclamalan
masyarakat; dan atan

ancaman terhadep perlindungan terhadap kawasan
tertentu  seczra  tradisional yang dilakukan  eleh
masyarakat dan masyarakat bukum adat.

Pazal 10 ..,
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Pasal 10

ldentifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/fatau
Program vang berpotensi menimbulkan pengaroh terhadap
kondisi Lingkunpan Hidup scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b dilakubkan untuk menemukan  dan
meneniukan muatan  Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program  yang harus  dianalisia  unruk  mengetabui
pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

[dentifikasi materi muatan ¥ebijakan, Rencana, danfataun
Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
dengan menelaah konsep rancangan Kebjjakan, Rencana,
dan/atau Program yang akan dizusun, atau menelaah
geluruh matent Kebjjakan, Rencana, danfataua Progratn
berlaku yang akan dievaluasi.

Fasal 11

Matleri mualan Kebijakan, Hencana, dan/atay Program
vang tclah diidentilikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pazsal 10 dianalisis untuk meneelabui  pengaruhnya
terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan
materi nuatan Kebnakan, Bencana, danfatau Program
denpan izu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasil
konsultazi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
avart (2)-

Matenn muatan yang masih berbentuk  konsep  atau
rancangan dianalisis  sccara  iteralif sesam [ahap
Kemajuannyva.

Pasal 12

Analisis materli muatan Kebijakan, Rencana, dan/atauw
Program  sebagaimana  dimaksurd  dalatm Pasal 11
dilaksanakan denpan menentukan  lingkup, metode,
teknik, dan kedalaman analizis berdasarkan:

a, Jerus dan tema Kebyakan, Bencana, dan/arau Program;

b mingkat kermajuan peoyvusunan alag evaluasi Kebjakan,
Fencana, danjfatau Program;

¢. relevanst dan kedetilan infermas yang dibatuhkan;

d. input ...
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d. input informasi KLHS dan kajian Linpkunpan Hidup
lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan

e. ketersediaan data,

[2) Pelaksanaan analiziz sebagaimana dimakssd pada ayat (1)

(1]

(2]

(1)

mermperhatikan:
n peraturan perundang-undangan;

b. keberudasan pedoman, acuan, standar, conton prakrek
terbaik, dan informasi tersedia vang diakual secara
ilmiah;

¢. keberadaan hasil penelitian vang aluntabel; dan/atan
kesepakatan antarahli

['azal 13
Hasil analisis sebagainana dimaksud dulam Pasal 12 paling
sediklt memuat kKajian:

a. lkapasitas daya dukung dan daya tampung Linglkungan
Hidup untuk pembangunan;

Ir. perkiraan mengenal dampak dan nsike Lingkuogan
Hicluapy;

o, kinena layanan alaud jasa ekosistem,;
efisiensy pemanfaaran sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi techadap
perlaban iklim; dan

f. tingkat ketawhanan doan polenst keanekaragaman
harati.

Hasil analisis schapaimand dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar perumusan alternab! penyempurnaan Kebjjakan,
Rencana, dan/atau Program.

Pazal 14

FPelaksranaan peagkajpan pengarah Kehijakan, Rencana,
danfatau Frogram terhadep kondisi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalarn Pusal 7 sampal denguan
'asal 13 dilaksanakan aleh Penyusun KLHS yang
memenuhi srandar kompetenst,

(2] Standar ...
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Starsdar kampetensi sebapaimana dimaksud pada ayat (1]
paling scdikit mencakun:

A,
b.

ketepalan keahlian pada isu yang dikaji; dan

pengalaman di bidang penyuzunen KLITE atau kagplan
Lingkungan Hidup yang sejcnis,

Ketentuar lebilh lanjut mengenal standar kemnpetensi
Penyusun KLHE sebagaimana dimakszwd pade aval [2)
dighar dalam Perataran Mentori.

Paragraf 2

Perumusan Alternalll Penyempsirnaan

Kochijakan, Ernoana, danfateu Program

Pasal 15

Allernalil penvempurressn Kebijakan, Rencana, dan, atau
Program boroapa:

a.
[

[

porubahan tujuan atau larget;
perahahan stratcgl pencapalsn larget,

perubahan salag peovesiaian nkuran, skala, dan lokasi
vang lebth memenuhl pertimbanpan Pembangtinan
Berkelanjutan;

perubabian alau penyvesaian proses, metode, dan
adaptasi lerhadap perkembangan dmo pengetabiten
tdan feknelogi vang lebih memenuhbt pertombangsn
Pembangunan Beckelanjutan;

penundaan, perbaikan  wrulan,  alau perubaliEn
prioritas pelaksanann;

porrberian arahan atauw rambu-rambu untuk
tnempertahiankan atau meningkatkan fungsi closisoom;
rlam falau

memberian arshan atau ramb-ramba mitigast darmpak
dan risiee Lingkunzan Hiduye.

Al Hasi ..,
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Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dijadikan dasar dalam menyvusun rekomendasi
perbaikan  untuk  pengambilan kepulusan  Ketnjakan,
Rcncana, danjfatay Program  vang menpinlegrasikan
prinsip Pembangunan Gerkelanjutan.

Paragral 3

Penyusunan Rekomendasi Perbakan untuk

Penpambilan Hepuiusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Pusal 16

Rekomendasi  perbaikan  untuk  pengambilan keputusan
Kebijakan, Rencana, dan/atan Program memuat;

a,

ta.

(1

(2]

maleri perbaikan Kebijaken, Rencana, dan/atan Program,
danfatay

informasi jenis usaha danfataun kegiatan yang tclah
melampandi dava dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

Pa=sal 17

Pernbuglan dan pelaksanaan KLHE  sebapaimana
dimaksd dalam Pasal & sampar dengan Fasal 16 pada
kementenian/ lembaga pemerintah ronkementenan,
pemerintahan daerah provinst, dan pemcrintahan dacrah
kalwpaten fkote  diatur aleh menceri/kepala lermbaga
pemerintah nonkementenan, gubernur, dan bupati/wal
kira sesual dengan Kewenangannya,

Pengaturan  sebagaimana dimaksuad  pada  ayac (1)

dilaksanakan dengan  berpedoeman  pada Peraturan
hWlenteri.

Pazal 1#

Eelenluan lebih lanjut mengenai pembuoatan dan pelaksanuan
ELMS sebapgimana dimakszud dalam Pasal 6 sampai dengan
Maszal 16 dralur dalam Peraturan Meonteri.

Bapgian ...
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Bagian Kctigo

Penjaminan Kuolitas dan Pendokumentasian

(1]

=y

(3]

[

{1]

Kajian Lingkunpean Hidup Boratepis

Paragral ]
I'enjaminan Kualitas

Kajian Linpkunpan Hidup Strategs

FPazal 19

Perjaminan Kualitas KL dilaksanakan melalu pentlaian
mandiri cleh Penyusun Kebyakan, Reocana, danfacau
Program untuk memastikan bohwa kualilas dan peoses
pembuatan dan pelaksapsan K1LHS dilaksanakan sesaaqi

ketentuan sebapaimana dimakesud dalam Fasal 6 sampas
dengan 'asal :9.

I'cnilaian mandinl scbapaimana dimaksod pada ayat (1)
barus mempertimbanglan:

A, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan 1idup yvang relevan; dan

b laporan KRLHS dan Kebapmnkao, Rencana, donfata
Propram yane terkail dan televan,

Lralam  hal dokwmen Heneana  Porlindungan dan
Pengelolaan Linpkunpan Nidup kelum tersusun toaka
penilaian mandirt memperimbangian dava dukiong dan
daya tampung Linpkungan Hidup.

Perlaian manhivn selapaimana dimaksud pada ayvar [2)
dilakssnakan dengan cara:

a. penilaian bertahap vang scjalap dan/ataw mengikut
tahapan perkembangan pelaxsanaan KLHE, danfatau

L. peailsian sekabpus wang dilakeanakan di tohapa
alchir palaksanaqan KLHS,

Pasal 20

Hazil penjaminan kualitas KLHS haros disusoa secara
tertulis dongan memugl informasi weatang:

a. kelavalkan ...
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A, kelayakan KLNHE pka telah memenahi ketentuan
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan/atau

h. rekomendasi perbaikan KLHS wang telah  ditkut]
dengan perbaikan  Kebljakan, Hencana, dan/arauw
Frogram.

(2] Hasil penjaminan kualitas KLHS  digunakan  sebagad
masukan uniuk penyempurnaan KLHS,

Pasal *1

Dalam melakukan penjaminan koalisas KLHS scbapaimana
dirnaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Penyusun KLES wa)ib
memenuhi slandar kompetensi.

Fasal 22

Ketenuan lebih lanjut mengenai peojaminan kualitas KLHS
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diaiur
dalam Peraturan Menteri,

Paragral 2
Pendokumenlasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1*azal 23

[1} Hasil pembuatlan dan pelaksanaan KLHS sebagannana
dimaksud dalam Pasal & sampail dengan Masal 16 dan
penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimalesud dalam
Pasal 19 dan Pasal 20 dilokumenlasikan ke dalam laporan
KLHS.

(2} Laporan KLHE =cbapaimana dimaksud pada ayat (1)
mcmuat informasi tentang:

a. dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, danfataa
Program sehingea perlu dilengkap KLHS;

b metoda, teknik, rangkalan langkah-langkah dan hasil
penglajion penparub Kebijakan, Eencana, dan/ataa
Program terhadap kendisi Lingkunpgan Hidap,

2, meloda .,
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(4}
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¢. metocda, telenik, rangkaian langkah-langkab dao hasi)
perumydsan  aleernatif muatan  Kebigakan, Rencana,
dan/atau Propram;

d, perfimbangan, muatan, dan kenseknaens rekomendas)
perbaikan Uaruk pengambilan keputuesan Kebijakan,
Heneana, dan/alau Program vang menginbegrasitkan
pringp Pembangunan Nerkelroputan;

e. gambaran pongintegrasian basil  KLHS  dalam
Kebijakan, Rencana, dan/ atau Progeam;

. pelaksunaan parlisipas masyvarakat dan kelerbukaan
informasi KLIS; dan

g, hastl nenjeminan kualitas KLHS,

Laparan KLHE sebagaimans dimsksud pada avac (2]
rerupakan bagian vang tidak terpisahkan dari dokumen
Kebijakan, Rencana, danfatan I*rogram.

Laporan KLHE scbapgaimans dimaksud pada avat (2]
menjadi informasi pendulong sistem penpgendalian dan
svalyuas pelaksanaan rencans pembangunsn Serka sisterm
akunlalilitas kinerja  instansl Pemernintah Pusat dan
Femerintlah Daerah.

Laporan KLHS schapaimans dimaksud pada avae [Z]
bersifar terbuka dan dapar dinkses oleh publik.

Prsal 224

Pocjaminan kualitas  dan pendokumenlasian KLHS
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan
Fasal 23 pada lkementcrian/lembagza  pemerintah
cankementerian, pemerintaban daerabh provinss, dan
pomerintahan dacrah kabupatern/kota  disfar oleh
tnenteri/kepala  lembaga pemerintabh nonkementerian,
gubernur,  dan bapabifwali  kels  sesual denean
WEWETIATIEATLI YA,

Fenganturan  aebapainans dimaksad  pada  avet [l
cilaksanalkan dengan  berpedarman pada Peraturan
Menteri.

Nagian ..
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Rapinn Keempat

Validasi Kajiso Lingkungan Hidup Strategis

(1]

(2]

1)

{4]

{2]

(1}

(2}

Pasal 25

Terhadap KLHS vang telah dilakulean perganunan lonalitas

sehapaimana dirmaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20,

dilakukan vualidas oleh:

3. Menterd, untuk Kebijakan, Bencana, dan/atan 'rogram
tingkat nasional dan provins; atau

b. gubernur, untuk Kebyakan, Rencana, dan/atau
Pengram tingkat kabupaten/ kota,

Validas selsgaimana dimaksud pada ayat (11 dilakukan

untuk  memastikan  pETUAID&D kualitas  telah

dilakranakan SECAra akuntabel dan dapal

dipertangpungawablan kepada publik.

Validasi KLIS sebagaimana dimalsud pada ayat (2}

dilaksanakan:

a. secara bertahap pada seliap proses pembaatan dan
pelaksanaan KLHS; alau

b. pada tshap akbir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Tetrhadap KLHY untul penyvusunan dan ewsluast RRIP
nasinnal dan BRIM nazional cidale ditakuloan validas.
Ketentuan lebih [anjut mengenai akuntabilitas penjaminan
Lualitas KLEHS untuk RPIP nasienal dan RPJM nasienal
chiatlr  olebh  menterl yang  menyelenggarakan  uarusan
pemerintahan d1 hidang  perencanaan pembanglioan
nasional.

P’asal 26

Penyusun Kebijakan, HMencana, dangatau 'ropram
mengajukan permobhonan validaz KLHE secara tertulis
kepada demert sran guoberour sehagaimana dimakesud
dalam Pasal 25 ayvat [1] dengan melampirkan;

A, rancangan Kebbalcan, Hencana, danfarau Program;

b. laporan KLHS; dan

. buko pemenuban slandar kompelens Penpusun

KLHS.

Dlenteri  atau pubernur melakukan pemeriksaan
kelengkapan permehonan sebagaimana dimaksud pada
aval [1) dalam wakiu paling lama 2 (tpa] hari kerja scjale
diterimanya permohonan.

(3 Jdika ...
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(3 .Jika hasil pemerksssan menunjukkan permobonan
vebagnimana dimaksud pada avat (2} lengkap, Menten
atau gubernur mencrbitkan perseigjuan vabdasi KLHS
dalam wakty paling lama 23 {dua puluh) han kerja kepada
I*eruzun Kebijjakan, Rencana, danfatau Progran.

(4] Persetujuan validasi KTHS sebapaimana dunaksud pads
ayar {3] paling scdikit memual:

g Kesesygaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas,
dan

b. rekomendasi.

(%) .Jika hasil  pemerilisaan menumukkan pecmohonan
sehagaiinana  dirmaksud pada ayat (2) lidak lenglkan,
Menteri atan gubernur menpgembalikan dokumen kepada
Penyusun Kebijakan, Rencana, danjatau Program antuk
dilenpkap.

Pazal 27

Dalam  hal Menrteri atan gubecnur tidak  menerbicdan
persctuguan vabidas KLHS  dalam waktu sebagoimana
dimaksnd dalam Pasal 26 awdl (3], lerhadap KLTIE yvang
dimohonkan persetujuan validasioya cleh Peoyosun Kebiakan,
Rencana, dan/atan Program dianggap tclah memperoleh
persctujuan validast KLHS,

Pasal 25

Meotern atau pubernur mengumumbkan persetujuan validass
KLHE sebapaimana ditnaksud dalam Pasal 26 avat [3] kepada
masyarakar dalam waklu paling larns 7 {tupuh) han kerja sejak
diterbitkannya perselwuan validas: KLHS,

‘asal S0
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Fasal 29

Masa berlakbu KLHS yang telab mendapat perselugise
validasi sama dengan masza beclaku doliumen Kebajakean,
FRencana, dan/fatau Progra.,

Dulam  bal  terdapat  perubahan  terhadoep dokumen
Kebijakan, Rencang, dan/atau Frogram,  Ierhadep KLHS
dilakukan peninjausan kembati bersamaan deogan
perubahan  dokumen  Kebigakan, ERenesnos,  danfatan
[*rograni.

Pasal 35

[yalam melaksanskan validasi KLHS sebapaimaca dimakaud
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Menteo dan gubernur
sceual dengan kewenacgannya dapat menunjuk pejabar yang
berwenanp.

Fazal 31

Ictentuan lebih lanjul mengenai rata cara validast KLHS diabar
dengan Peraturan Menterd.

i1

(2]

BAB I
KETERLIBATAM MASYARAKAT
DAN PERANGKU KEPENTINGAN

I"amal 32

Penyusun Kebijakan, Roncana, danfatau Program dalam
membuat KLHS mciibatkan masvarakat dan pemangku
kepentingan.

Keterithatan  masvarakat doan pemangkuo kepenlingan
schapaimana dimaksod pada ayat (1] melipuil:

i, pernberian
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petnberian pendapat, saran, dan usut;

r. pendampingan tenaga ahly
¢, hanluan teknes: dan
d. penvampaian informasi dan/aau pelaperan.

Pasal A%
Masvarakat  dan  pemangku  kependngan  scbapaimana
dimalceud dalam MPasal 32 melipu:

#. masvarskat dan peroanegka kepentingan vang terkena
dampak langzung dan tdak langsung dar Kebijakan,
Itencana, dan/fatag Program; dan

b, masyaraker dan pemangku kepontmgan vang memiliki
informasi  danfalan keablise yaop  relevan  dengan
substans] Kebijakan, Fenocans, danfalan Progoam.

IERYENRY
PEMTIINAAN

Puszl 34
(1} Blenterl dan pubernuar sesuar dengan kewenangatinys
melakubkan pembinaan lechadap pelaksanaan KLHS,

2} Peminnaan KLHE sebapaimana dimabksad pads sval (L)
dilaksanakan melalui:

a. Koordinas! pelaksanaan KLHE:

L. sosiglisasi  peraluran perundang-ondangan dan
soslulisas] pedoman KLHS,

cooasisrensl  dan kensullast dalam pembuaran dan
pelaksanann KLHS:

., pendidikan dan pelatihar
¢. pengembangan balai kKliring KTHS,

. peaycbarluasan ...
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. penyebarluasan informaszi KLHS kepada masvarakat
dan pemangku kepeniingan; dan

B pengembangan kKesadaran dan tangpung Jawab
tnasyarakat dan pemangku kepentingan.

BAR YV
FEMANTAUMAN AN W ALLAE]

Paszal A5

Pemuaniagan dan evaluasy KLIS dilakukan clelh:

.

(1)

Menteri, untuk pembualan dan pelaksanaan KLIE ringkac
nasiunal yaong telaly mendapat persctujuan valulasi;

menteri/kepala lembaga permerinfabh nonkementerian
terkail, uniubk permbioatan den pelaksanaan KLHE yang
telah mendapat persetujusn validas] i sekloroya nasing-
INESITIE SESUE] Kewenanpannya,

pubcrnur, untuk KLHS tingkat provins vang telah mendapat
persetujuan validasz: dan

. bupatifwall kota, untuk KLHS lingkat kabupalen/kota yang

telah mendapar persetujuan validase,

Pasal A6

Pamantaan dan evalues KLIDS dilabuka:
a, pada saat pembuatan KLHS; dan

b. terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat
persetujuan validasi

Pamantavan deon evahiase pada saat pembuatan KLHS
gelmpainana dimaksal padas mgyval 1) burafl 4 dilakookan
untuk merEsitian:

f. dipenubinya kewapban perohustan KLHS serhagaimang
ehirnaksurd dalam Pasal 2, Pasal & sampal denwean Pasal
16, Pasal 19 sampal denpgan Pasal 240, dan Pasal 23,

b efekdivilas ...
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b. cfcktivitas wvalidasl KLITS  sebagaimana  dimaksad
dalam Pasal 25 sarnpat dengan Pasal 25;

i, efektivitas  pelibatan  masyarakar  dan pemanpku
kepentingan  dalam  KLHS  sebagaimana  dimaksud
dalam Pa=zal 32; dan

d. cfelctivitas pembinasn KLHS sebapaimana dimaksud
dalam Pazal 34,

Pemmantauan dan evaluast lerhadap pelakszanaan KLHS
vang telah mendspat persetguan validasi KLHES
sehapaimana dirnaksud pada ayal [1) huraf b odilakukan
untuk memastikar:

a4, kepaluhan dan efektivitas integrasi hasil KLHSE ke
dalam Kelijakan, Rencana, dan/ atau Program,; dan

b, lualitos dan clfektivitas rekomendasi KLHS dalam
penpelalaan dampak dan risitko Lingkungan 1MTedhayp.

Hazill pemaniauan den evaluasi sebagaimana dimaksaed
pada avat (2} dan ayar (3) menjadi dasar:

a. ponvempuroasn  perangkal pengaturan menponal
KLHS: dan

b, penetapan Kebjjalkan, Rencana, danfatan Propratn
terkuil vanp dippodang pecla.

lfazal 37

Menterlfkepala  lembapga pemernintah nenkementerian
terkeait menyvampaikan hesil pemantosuan dan evaluasi
schapaimana dimaksud dalam Pasaf 35 huarul b kepada
Elenter.

Gubcreur menyampaikan hasil pemantauan dan cvaluasi
selmpammana dimalsud dalam Pasal 35 hooea! o kepada

Mertern  denpan embusan menterifkepala lembaps
pemeriniab nonkementerian ieckail.

Cupalifwall kota menyampaikan hasil pemantausn dan
cvaluas sebapaimana dimalksod dalam Pazal 35 hunat 1
kepada gubernur denpan tembusan menterifkepala
lembags pemernintan nonkementerian cerkait.

Pasal 38 ...
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I'n=al 38

Nalam melakukan pemanialan dan evahlas sehapgaimana
dimmaksud dalam Pasal 35 huruaf ¢ dan hamaf d, pubernue dan
Bupat fwali kola sesval dengan kewendangannys oenanjuk
satnan kerja peranglar daeral i bidang perlindungan dan
pengelolaan Lingkungzan Flidup.

BAB VI
PFEMBIAYAAN

Pasal 39

Pernbiayaan pelaksanaan KLIE dibebankan pada:

a. Angearan Mendapatan Belanga Mepara bael Kcohijakan.
Rencana, dan/atan Pragram syang disusun olch Pemcrintah
PuLisad; dan

b. Angparan Pendapatan Belanjr Tiasrah bagi Kebijakan,
Renecana, dan/satau Program yang disusan oleh Penicrintzh
Naerah,

BEAR Wil
KETENTL AN PERATJHAM
Pasal dil

Fada =kl Peralutan Pemnerintah ind berlaku KEHS yang relah
citntar  =shelum  berlakunya Merataran Pemerintabh ing
dinvalakan tctap  berlaku sesuai denpgan masa berlako
Rebljakan, Honcana, danfatan Proprarm,

AT WTTI
KETENTLUAN PENUTLIP

Posnl 1

Foraturan  Pemerinlab ini mular  berlaky  pade  tangpal
diundanpgkan.

Agar ...
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penglndangan FPeraturan FPemenntah ni tlenpgan

pencmpatannyd dalam Lembaran Negara Hepublik Indonesia,

Diterapkan di Jalarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
MEESIDEN REPLUGLIK INDONESEA,

ted.

JOROWIDOD0
Mliundanglan di Jakarta
pada tanggal 31 Qktober 2016
MENTER] 1LUKUM AN HAK ASAST MANDSIA
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LLel.
YARCMNNA H. LAOLY
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Asigren Depun Bidang Pereloonoimian,
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PENJRELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK [NDONESA
NOMOR 46 TAHLN 20146
TENTAMG

TATA CARA PENYELENGOGARAAN KAJIAN LINGRKUNGAN HIDUP STERATEGIS

LB

Negara Republik Indonesia  kinl memasukl  babak bara dalam
penyelenggaraan  pengelelaan  Lingkungan Hidup  sctelabh berlakunya
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ftanggal 5 Oktober 200090 Dodang-
Undang MNormor 32 Tahun 2009 mengamanatkan beberapa instrumen
penicegahan pencemaran dan/atan kerusakan Lingkungan Hidop, =alah
gatunya adalah KLHA.

ELHS sanpdal penling karena menjadi dasar dalam pengambitan
keputusan Kebjakan, Rencana, danfatan Progreen. Apabila prinsip-prinsip
Pembangunan Berkelanjuran telabh dipectimbangkan dan diinlegrasikan
daiam pengambilan kKeputusan  pembangunan meks  dibaraphkan
kemungkinan terjadinya dampsk nepatid suatu Kebijakan, Rencana,
danfatau Program terhadap Lingkangan Hidup dapat dihindar.

Kelerkailan KLHS deongan instrumen pencepahan fainmys vakni rata
ruang, baku mutu Lingkungan Micup, kriteria baku kerusakan Lingkunpan
Hidup, AMUAL, UKL-LFL, perizinan, instrumen ekanomi Lingkungan Hidup,
peraluran perundang-undangan  berbasis Lingkungan Hidup, anggacon
Lierbasis Lingkungan Thdup, analisis risike Lingkunpan  Hidup, audit
Lingkungan Hidup, dan instriamen lain sesua dengan kebutuhan dan fata
peckermhsngan Umu pengetabiuan, hersifat ssling melengkapt dan saling
mendukung, sedangkan peran KLIIS pada perencanaan perlindungan dan
peagelolaan Linglungan Hedup bersifac menpuatkan, KLH2 membanto
dalarm proses penvusunan dan evaluasi recenng pombanguoan melipul
veneaTd taka raatp wilavah bescrta rencana ricinya, ERJP nasional, B1NP
daerah, RI'M nazional, dan RELM daerat:,

Penyusanan .,
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Fenpusunan  KLHE  menggunakan  beberapa indikacor  dan/atau
pendekatan  dalam penglajian Kebijakan, Rencana, danfatau Prograr
antara lain Rencana Perhindungsn den Pengelolaan Linghkungan Ehidup, daya
dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, baku mutu Liogkungan
Hidup, kriteria Laleu kerusalkan Lingkungan Hidup, instromen ckonomi
Lingkungan Hidup, dan analisis risike Lingkungan Hidup,

KLITS dapat membantu penoegahun degradasi sumber daya alam dan
Lingkungan Hidup di tngkat Kebijakan, Kencana, dangataw Program,
sehingga  membantu  efeklivitue  pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan
perizinan. Dalam konteks ind, target wttama KLHS yaitu Kebijakwno, Rencana,
dunfatal Program, sementara AMDAL UKL-UPL targetnva adalah pada
satuan kegialan,/ provele

K104 cidak sctara dengan AMDAL karena kajian dalam KLHS menghkaj
skenaric pembangunan aleh Pemerintah Pussat dan Pemerintah Baerab,
gedangkan AMDAL adalah kajian kelayakan rencans ussks dan/atau
kegialan. Narmun keduanva berisi kajian dampak yang penting terhadap
Lingkungan Nidup karena langsung berkallan dengan 1su-i1s0 Pembangunan
Berkolanjutan.

Pntenst dampak dan/atau risiko Lingkungen Hidup vang mungkin
ditimbulkan oleh suata Kebijakan, Rencana, danfatan Program, sehebir
pengambilan kepurusan dilakukan, dapat diantisipasi melaio; KLHS.
Kebijukan, Rencana, dan/atau Propram vang berdampak danfatal hernsiko
kerusalkan terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang
Mummor 32 Talhan 2099 tenang Perlindungan dan Pengelolaan Linglkungan
idup meliputi Kebijakan, Rencana, dan/dlauw Program yang berpotensai
menimbullkan dampak danfatad visiko antara lawn meningkatkan perobabian
iklim, meningkalkan  kerusskan,  kemerosotan ataw kepunahan
kesnekarapaman havatd, meningkatkan intensitas bencana banjr, longsor,
kekeringen danfarau kebakaran hatan dan lahan, menuruankan mutu dan
kelimpahan  sumber  daye  alam,  mendorong  perubahan penggunaan
danfacau alih fungs! kowasan butan reratama pada dasrah yang kondismys
Terpolnng krites, meningkatkan paombah pendudolk meskin atan cerancamnya
keberlanjutan penghidupan sekelompok  masyaralkat,  danfatau
meningkatkan risiko terhadap keschatan dan kosclamatan manigsia.

Peraturan  FPemernintah 1 memuwat  pokok-pokok  penpdaluran vany
meliputl ponyelengparaan KLHS, ketorlibatan masvarakat dan pomangke
kepentingan, pembtnaan, pemantauan dan evaluast, dan pembaagaan.

[[. PASAL ...
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Cukup julas.
Fasnal 2

Cukup elas.
Pasal 3

Aval [1]

Kenoand xonasi wilavah pesizic dan pulau pulan kecil adalah rencana
yang menentukan arah penggunasn sumber daya tisp-liap satuan
perencanaan diserlal dengan penctapan sioakour dan pola raany
pada kawasan perencanaan yang memuat legialsn yang et
dilakukan dan tidak boleh ditakokan serta kegialan vang hanya dapat
dilakukan setelath memperoleh 1gin.

Reneans «onast rinel adalab rencsne detail dalam 1 (seia] 2ona
berdasarkan arahan pengelolsan di dalam rencans woenas dengan
memperhatikan dava  duloung lingkungan dan ieknelog veang
diterapkan  scrls  ketersedwan  saruna  yang  pada gilirannya
menunjukkan jenis dan jumlab sueat izin yang diterhitkan aoleh
Pemeriniah Pusar dan Pemerintah Thaerah,

Kencana zonasi kawasan soategis nasional teclentu adalab reoucans
vang mencntukan arah pengmunaan samber dava yang discrral
denpan penetapan struktur dan pola rusog pada kawasan stralegis
nasional terlentu yaog memyar kegiatan yang toleh dilakukan dan
{iclak bolelh dilalukan serta kegiatan vang hanva dapat dilakukan
getelah memperaleh izin.

Rencans pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah doekamen
kerja yang dapal dimuteklor<an scoara perindik, sebagai panduan
operasional pengelolasn kawazan konservasl perairan,

Aovar (2]

Cukup elas.

Aot [3)

Cukup clas.

Ayat |1]

Cukup jelas.

[*azal 4
Eharul a

Yanp  dimaksud  dengan  “tanggap  dorurnt bencana" o adalsh
veranpkaian kepialan vaop dilzkakan dengan scEcra pada soal
keindian bencana untouk menangani dampak  buruk yang
ditimboulkan, vang mehpuli kogiatan penyelamatan dan evalivasi
lorban, harla bends, pemenuhan kebotuhan dasar, perlindungan
FCOEURLESAn PCOEUngsl, ponyclamaran, seria pemulihan prasarana
dun sarana,

Tangpap ...
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Tangpap darurat bencana antara lain melokalisasl dampak, cvakoas,
penvediaan sarana dan prasarana pengungsian, eehabilitasi, dan
pemuliban vang teradl scbagal akibal bencana,
Hurul b
Yang dimaksud dengan “kondisi darurst perrahanan dan kedmanan®
adalah kebijakan negara dalam menpghadapi situas pada ancaman
pertahanan dan keamanan negsta yang o dalamoya tordapat unsur
kerahasiaan.
Kondisi darurat pertahanan dan keammanan ancara lam pemasarigan
instalasl militer dan Jatihan militer.
Frasal o
Cukug jelas.
Pasal &
ki peias.

Tasal 7
Cukup jelas.
Fasal B
Avat ]
vanp dimaksad dengan “isu isu yang paling slrategis™ adelah isu vang
menjadl skar masalah, becdampak penting dan luas. akiual, dan
dirasakan masyarakal
Ayt {2
Yang dimalksud dengan “pemanpgku kepentingan” adalah individu dan
perwakilan ketompok masyarakat, msotust alag Jembaga yang
mempengaruhi danjatau dipengardhi aleh Keldjalkan, Rencana,
dansatau Program yaoe melipati ansur pemcerintah, orgonesast
nonpemerintah, perguruan tinggi, dunia usshsa, dan masyarakat.

Panal &
Ayat {1]
Myt a
Kurakteristik wilayah antsra fain kondisi kualitas Lingkungan
Hidup, kondisi ckesistem dan bingkat pelayanannys, kocedis
sumber dava alam. pola aklivitas sosal dan ekonomi masvarakat,
dan kelembagoan peneelolaannva,
Hurul b
Tingkat pentingnya potensi dampsk antars lan becdaaackarn:
a. besarnya jumlab penduduk wang akan rerkena dampak
Kehijakan, Rencana, dayfarau Propram;
1, luas wilavah penyveharan dampak;
v nen&iAas deon lnmanya dampak berlangsung;
. baovakowvs kompnnen Lingkunpan Bidup lsin yene akan
terkeny dampal;
e, sifal kuwmulalil dampak;

1. berbalilc ...
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{. hkerbalik ataw fiedak herbaliknya dampak; danfarau
o leriteria lain sesusi dengan perkembangan ilm peogetahuan
dan eknolog.

1luruf c
Yang dimaksud dengan "keterkaitan antar isu stralepis’ adalah
kopdlisi yang dapat dijelaskan dalam beontuk  antara laan
hubungan sebab akibat, keterkaitan hirarkis, maupun Singkup
swdla tan wilayahnya.
Kererkaitan ini dapar dipambarkan dalam hutnoogan pendorong-
rekanan-kondisi-dampak-responn. Scbagal  coruoeh,  ekspansi
pernbangunan di wildyan hulu berpotensi menyebabkan banjir di
wiluyah hilir yanpg memberikan dampak kemiskinan. Tsu bangr
adalah isu lokal, sementara isu ckspansi Jdi wilayaeh hulu dapal
dilihal sebapai isa regional dan kemizskinan sebagai isu nasional.

Huruaf d
Cukuyp |elas.

Hurul &
Culoup jelas.

1Tuaenf f
Yang dimaksud adaleh melekac pada Kebijakan, Rencana,
Jdan fatau Program yang karena poaiss hdrarkioya hacus diseu,
kesarmaan jenis dan kedekatan lekasinya harus diperhatikan, dan
muatan pengaturanoya relevan diperhatikan, Sebagai contnh,
KLHS RTRW kabuparcn/ kota harus memperhatikean KLHE ETEW
provinsi, KLHS RTRW kahupaten/kota A memperhatikan KEHS
RTRW kabupaton/kota B wvang herads pada satu kesaman
ekosistcm, araw KLHS RTRW Provinsi memporhatikan LLHS
REJMD Provinst lersebul

vl (2]
Cukup petds

Pauaul 10
Cukup jelas,

Pasal 11
Avat [1]
Cukup jclas.
Ayat [2]
Cubkiugp jelas.
Ayal [3]

Yanp dimaksud  dengan fanalisis secars leratl sesosd tahap
kemajuannye” adalah analizis atau  kajian dilakukan Eerulang
mengikuti lahapan perkembmogan proses penyUsunan Kebizakan,
Rencana, danjatau Program oriuk aempeckayva atau menooreksi
informaxgi wentang pengarihnya terhadap kondisa Lingkungan Hidap.

FPasal 12 ...
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Cukup glas.

Pasal 134

Sorad {1]

Hurut a

Yang dimaksud dengan “days dukung Lingkungan Hidop" yaita
kermarnplan Lingkungan Hidup Uitk mendukung
perikehidupsn manuwsia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanyd,

Yarg cimakgud dengan "daya tampung Lingkungan Hidup?
adalah kemampoan Lingkungan Hedup wunlek menyecap zat,
energi, danfatau kemponen laio yang masuk alau dirnasukkan
ke ddalamnya.

Hurul h

Yanp dimaksud dengan “dumpak Lingkungan Hidup' adalab
pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup vang diakilkackan
cleh suam Kehijakan, Renecanag, danfartaw Program.

yang dimaksud dengan “risike Lingkongan Hidup” adalsh
kermmuangkinan atau tingkal  kejadian,  bahaya,  dan/atau
konsckuensi vang ditimlnalkan oleh suatu kondisi Lingkungan
Hidup wvang menjadi dncamaso ferhadap  ekosiscem dan
kehidupan danjarau terhadap keschatan dan keselamatan
TSI,

Muruaf o

Kinerja lavanan  atau  jasa ekosistemn merupakan uloaran
perdbaban kapasilas dan kualilas Javanan ekosistem dar
kondist awal  yang cdisepakat denpan kondios aklual o saar
dipantalw. Layanan ckosistem meliputt 94 (empat) fungst Jaysanan
urama,  yadrw  [ungs: penyvedia, Jungst pengatur danfalau
pengendali, fungs: sesial budava atau kultar, dan fongsi
prerudiklng pricner,

Hurul d

Yang dimaksud dengan “elisiens] pemaofasian sumbere doays
alam” adalah upayvn memanfaoikan swanber doye alam dadaen
Hegkat vang eptitoul sehunoga dapal Lelap melestarikan sumber
dayn alam beserta ckosistcimnya.

Efisiensi ...
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Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam disntaranya daparc
borups penoddanpan sumber dava slac untuk dikelola dalam
jamigka pamiang dan waked tertenty sesual dengan kebutuban,

Huruf e

Yang dimaks=id denpgan “tingkal kerenranan dan kapasiras
adaptasi terhadap perubahan iklim" adalah araian bagaimana
perubahan iklim dirazakan dan dikelola dampakova oleb
M syvarakat.

Tingkat kerentanan merapakan ukuran kerapuban masyarakal
dalam menghadapi dumpak, Kapasitas adaptasi =dalah ukaran
kemampusn  masyvarakat untuk  menyesuaikan  din dalam
menghadam dampall.

Hugruaf €

Avar 2]

Vang dimaksud dengan  "ingkat lketahapsno dan potonsi
keanekacapaman hayati" adalah kemampuan memperlahankan
keberadaan, keragaman, dan keberlanjuian sumber daya alam
havati vang terdiri ales sumber daya alam nabaii dan sumber
days alom hewani, rermasuk unsur noohavati di sckitarnys yang,
secard keseluruban membeontuk ekosistern,

Culiup jelas,

I"asal 14

Cukurp jelas,

Pasal 15

Cukup jelas.

tazal 1,

Cukup jelas.

Faszal 17

Cukup pelas

Fassdl 18

Cukup pelas.

Pasal 14 .
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Fasal 1t
Axval 1)
Cukup jelas.
Ayar {2
Hurul a
Canreh  dokumen Rencana  Perlindungane  dan Pengelolaan
Linpkungan Hidup yang celevan  valoy dokumen  Renwana
FPerlindungan dan Pengelolaan Lingkunpan Hidup yang disusan
oleh Pemerintah Daerah yang sama aau hirarki-hirarkl diztasnya
pada mualan yang relevan jika Memcnntah Caersh belun
menyvusun doekumen decsebut,
Hearnl ts
Yang dimaksud dengun “laperan KIS dari Kebijakan, Rencana,
clan fatan Propgram yang terlaait dan relevan™ adalah KLE yang
disusun uniuk Kebijakan, Rencana, dan/atauv Program yany
terkaic pada lokasi wang sama, atsa KLHS untul Kebijakan,
Rencana, dan; atou Program yang sejeris alan teckais pada lokasi
yang herdekaran atau pada hirarkl diatasooya,
Avat [3)
Cukoup jelas.
Aaear (4]
Culiup jelas.

Pasal 20

Cukun jelas.

Fasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cubap jelas.

TPasal A3

Cukup jolas.

[Fazal 2o .
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Cukun jelas,

Pazal 25

Cukup jclas.

I'asal 26

Axvat (1)

Cukup elas.

Avat (2]

Culup jelas.

Avat 3]

Cukup jelas.

Ayal [d]

Hurula

Cukup jelas.

Huruf b

Aaat (3]

Rekomendasi disusun denpan memperhatikan  anlsra lain
masukan dari masvaraksal vang berkepentingan, pthak yang
berkepentingan, dan dinarmikea tasyaraliat, seThi
mempertimbangkan  upays  lerbaik  Penyusun  Keobgjakan,
Rencana, danfatan  Program dalam mengintegrasikan
rekmendasi KLHS ke dalam mualan Kehygakan, Rencana,
dun/alaw Progracn.

ok jelas

Paszal 27

- Cukup jelas,

Pasal 28

Citkun jelas,

Pazal 29 ..
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Paxal 29
Culup jelas,

Pasal 30
Cukup jelas,

Fasal 31

Cukup jelas,

Pasal 32
Avar | 1]

Cukup jclas.
Ayar [2]
Hurul a
Culiup jclas.
Hurutf b

Fendampingan tepegs ahl dibotobkan dan disesusikan dengan
kebutuhan masyarakal. Misalnya, iika pendampingan dilakukarn
pada masvaralkat hukum adae, pendampingan dilakukan dengar
memperhatikan kearifan okal masing-masing masyarakar adat.

Huruf ¢

Cukup jelasz.
Bluruf d

Cuklp jelax

Pasal 23

Cukup jelaz.

Pasal 34
Chrkiin jelas.

Fiasal 35

Culup jclas.

Pasnl A .
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Pasal 36
Cukuap jelas.

Puovgmal 27
Cukup jelas.

Puasal 38
Cukup jelas,

*asal 34
Culkap jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
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